
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urain penelitian diatas dapat di simpulkan diantaranya: 

1. Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi 

syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

peraturan pembiayaan koperasi syariah, Prinsip koperasi syariah 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetang 

Perkoprasian yaitu bahwa: Koperasi simpan pinjam wajiba menerapkan 

prinsip kehati-hatian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan 

pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, Dalam 

memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara 

yang tidak merugikan keporasi simpan pinjam dan kepentingan 

penyimpan, Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpanan.  

2. Penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang 

pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram, diantaranya (a) 

Ta’aruf (pendekatan), Tahap awal adalah perkenalan, untuk lebih 

mengenal karakter individu masing-masing. Mulai dari mengenal secara 

fisik (jasadiyah), seperti badan, suara, tingkah laku, materi, alamat, 

keluarga, pekerjaan, pendidikan, rumah danlainnya. Selanjutnya, mengenal 

kejiwaan (nafsiyah) yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan 
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seperti: katakter, emosi, dan tingkah laku. (b) Tafahum (pahami), Setelah 

saling mengenal, baik secara jasadiyah maupun nafsiyah. Maka menapak 

selanjutnya pada tahapan saling memahami satu dengan lainnya. Ini bukan 

sekedar kenal nama, alamat, fisik dan pemikiran. (c) Ta’awun (saling 

menolong), Setalah ,mengenal dan memahami kedua belah pihak dengan 

baik. Maka, sudah tidak ada masalah lagi dengan perbedaan di antara 

keduanya, yang bukan tataran aqidah tentunya. Apalagi jika hanya pada 

masalah furu’iyah (cabang fikih), teknis, atau yang sifatnya duniawi. 

Semua tidak ada masalah yang ada adalah husnuzon. 

B. Saran  

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun saran dari tulisan ini 

diantaranya yaitu: 

1. Membuat standarisasi khusus yang mempedomanin ketentuan yang 

bersifat khusu dan umum untuk mengetahuin penerapan prinsip kehati-

hatian yang di terapkan di KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram 

2. Agar lebih di tingkatkan kewaspadaan karena kejahatan semakin canggih 

sehingga  bisa membuat dunia pengembangan keuangan menjadi tidak 

stabil. 

3. Dalam penerepan prinsip kehati-hatian dalam pemeberian pembiayaan 

harus lebih waspada dalam memilih calon nasabah. 
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